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POLRI. Pola Karir PNS.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
profesional, penuh dedikasi, loyalitas dan bermoral dalam
mendukung tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia serta dalam upaya memenuhi kepentingan
organisasi dan memberikan peluang bagi pengembangan
individu Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pola karier
Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang terarah, terencana, dan
berkesinambungan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi
pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier
nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
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Mengingat

Menetapkan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI  LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud

dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah
pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara
fungsi Kepolisian.

3. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah Asisten
Kapolri yang diberi kewenangan di bidang pembinaan

Sumber Daya Manusia.
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Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian
dan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil di
lingkungan Polri.

Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS
Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.
Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan
penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar
posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
Polri dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
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kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
jabatan.

Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi
yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator
melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang
terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi
keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui
beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi
jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan
jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab,
dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang
digunakan sebagai dasar penggajian.

Mutasi adalah pemindahan PNS Polri dari suatu jabatan
ke jabatan lain.

Promosi adalah perubahan pekerjaan dari satu jabatan
ke jabatan lain yang lebih tinggi dalam organisasi yang
memberikan tugas serta tangggung jawab yang lebih
besar.

Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat
penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja PNS.

Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat
LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan
dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang.

Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disebut
Rumkit Bhayangkara adalah rumah sakit milik Polri, baik
di tingkat pusat maupun satuan kewilayahan yang
memberikan pelayanan kesehatan paripurna serta
melaksanakan kegiatan untuk kepentingan tugas

kepolisian.
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22. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang

selanjutnya disebut Baperjakat adalah Tim yang bertugas
memberikan  pertimbangan kepada pejabat yang
berwenang, dalam pengangkatan, pemindahan,
perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian

dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Pasal 2

Tujuan Pola Karier PNS di lingkungan Polri:

a.

memberikan arah yang jelas bagi pembinaan berbasis
kompetensi melalui penempatan secara profesional,
bertanggung jawab dan memiliki kinerja sesuai dengan
standar kompetensi jabatan serta profil kompetensi
individu yang dimiliki;

terselenggaranya pola karier secara terencana, terarah,
prosedural, konsisten dan akuntabel sesuai dengan
kebutuhan organisasi; dan

terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber
daya manusia PNS Polri yang profesional, unggul dan

kompetitif.

Pasal 3

Pola Karier PNS di lingkungan Polri dilaksanakan dengan

prinsip:

a.

legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka;

adil, yaitu memiliki kesempatan dan peluang yang sama
dalam pembinaan pola karier;

akuntabel, yaitu dapat dipertangungjawabkan; dan
profesional, yaitu mengutamakan kompetensi dan

integritas yang dimiliki PNS Polri.
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